
BUPATI MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 0 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH/'
KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-

Undalg Nomor 23 Talun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Ta-hun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahul] Anggafin 2018./
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat tl dan Kotapreia di Sumatera

Selatan (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 182lli /.'
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3

Nomor 47, Tambahan lrmbarar Negara Republik Indonesia

Nomor 42861;7

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaar Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355); .,
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4.

5.

6.

7.

9.

a.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (l€mbaran

Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahankmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OOl;7

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang

SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4,

Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

44211;7

Undang-Undalg Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Altara Pemerintah Pusat dan Pemerintahal

Daerah (I€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tamba-han Lembaran Negara Republik Indonesia

Nonor 4438); 7
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dal Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan L€mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);--

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahar l€mbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentalg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);,,

Undarg-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang

Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

(l,embaiar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

233, Tambahan l,embaran Negara Repubtik Indonesia Nomor

613q; /.
lO.Peraturan Pemerintah

tentang Pembinaan

Nomor 20 Tahun 2001

dan Pengawasan atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembamn Negara

Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan

l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); ,-
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD (t embaran Negara Republik lndonesia Tahun

2OO4 Nomor 9O, Tambahan L€mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2004 tentarg Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneaia Tahun 2OOs

Nomor 94, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4540);.2

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20O5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layaian Umum (I,€mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);_-

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang
Pinjaman Daerah (Iembarart Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik tndonesia Nomor 457 4Ji /,
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);,,
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOS tentarg Sistem

lnformasi Keuangan Daerah (Icmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintal

Nomor 65 Tahun 2O10 tentang Perubalan atas peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51S5);,,

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O, Tambahan kmbararr
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);,.



1?. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Deerah (Irmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah

terakhi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahunn

2014 (I€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014

Nomor 92, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533)7

18. Peraturan Pemerintah Nomor E Tahun 2006 tentang

Pelaporen Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(L€mbaran Negara Republik Indonesiia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indoneaia

Nomor 4614)7

19. Peraturan Pemerintsh Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stsndar

Akunt ,nsi Pemerintahan (L€mbamn Negara RePublik

Indonesira Tahun 2010 Nomor 123, Tambahaa kmbarart

Negara Republik lndonesia Nomor 5165);/,

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang

FeranSkat Daerah (lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2016 Nomor I 14); ,.,
21. Peratura-n Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraen Pemerintah

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17

Nomor 73, Tambahan I$baran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);,,

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratjf Pimpinan dan Anggota DPRD

(l€mbamn Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1O6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

60571;,

23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Ta.Lun

2OO9 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik,

Tambahan Iembaran Negara Republik lndonesia Nomor

61771;7

24. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan darr Belanja Negara Tahun Anggaran

2Ol8 (l€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017

Nomor 2441; 7
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25. Peraturan Pr€siden NoBor 5 Tahun 201g tentang perubahan

Atas Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 123
Tahun 2016 tentang petunjuk Tel<nis Dana Alokasi Khusus
Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8
Nomor l1);7

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006'tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1
tentang Perubahan kedua ataa peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pcdoman kngelolean
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tehun
2011 Nomor 310);7

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016'tentang perubahan Kedua Atas peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Angge-ran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negare
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor S4l)7

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/pMK.O7l2OL7
tentang Tata Cara pengalokasian Dana Desa setiap
Kabupaten/Kota dan penghitungan Rincian DaIa Desa setiap
Desa (Berita Negara Repubtik Indonesia Tahun 2012 Nomor
144fl;7

29. Peraturan Menteri Keuangen Nomor 22SlpMK.O7 /2017
tentang Perubahan Kedua Atas Feraturan Menteri Keualgan
Nomor 5o/PMK.OZ /2OlZ ter,Ltang pengelolaan Tlansfer ke
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor lg70)1z

3O. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226lpMK -OZ/2O17
tenta-ng Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berjta Negam
Republk Indonesia Tahun 2017 Nomor lgZL);,.

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2Ol7
tentant Pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daeratr Tahun Anggaran 2Olg (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 825);,,-



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tabufr, 2077
tentang pengelompokan Kemempuan Keusngan Daerah serta
Pelaksalaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Repubtik lndonesia Tahun 2077 Nomot 1067l;7

33. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Ttansmigras Nomor 19 Tahun 2O1Z tentang penetapan

hioritas penggunaan Dana Desa Tahun 20lg (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 13S9)z

34. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tenteng
Pembentukkan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten
Musi Rawas (Irmbaran Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2016 Nomor 10); 7

35. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2OLT terrtllrlg Anggaran
Pendapats.n dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2018 (lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2017 Nomor l4l;7

Dengan perBetujuan Bersama
DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH /-

KABUPATEN MUSI RAWAS

dan
BUPATI MUSI RAWAS,,,

MEMU'IUSKAN:

MenetapKan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
: PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI

RAWAS TAHUN ANGGARAN 2018,.-

Pasal I
Perubahan Anggatan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20lg
be{umlah Rp. 1.7Gt.EO?.6O6.9itt,OO dengan berbagai peruba}ran dengan
rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :

a. Semula

b. Bertambah,,

Julr ah
Pendapatan
setelah Perubahan

Rp 1.697.O33.491.92a,oo/.

Rp 6.474.L45.OOO,OO/

Rp lroo.Boz.6o65rrpoz
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3. Pembiayaan Daerah :

a. Fenerimaan pembiayaan

- Semula Rp

- BertambahT, Rp

Jumlal.
Penerimaan
setelah
Perubahan

b. Pengeluaran pembiayaan
- Semula Rp
- BerkurangTz Rp

Jumleh
Pengeluaran
setelah
Perubahal

Siea L€bih Pembiayaan
Anggaran tahun
Berkenaan :

Rp 1.681.581.278.00O,O0,,'

Rp 69.O24.8133A3,M/

RD -l.J6O:c:O9 I .gfu .06,..

o,q)/,

t2t.a62.9s5.O9A,OO,/

1.1s2.726.OOO,OO.,.

1.2a3.515.O72.O@,OO/

162.O63.O00,Oo.,

2. Belanja Daerah :

a. Semula

b. BerEmbahTz

Jumlah Belanja
setelah Perubahan

Surplus/(Defisit) Rp 147.098.rt64.r186,061..

6.169.t28.772,OO,,/

43.27 5.172.533,06,,.

ED. 49,444.aOLAOA,6/.

2t .621 .342 .700,oo ,/

.t9.27 s.49s.85O,O01 //

Rp.

Rp. 2.3.15.846.850,qr.,,

Pembiayaan Neto Rp, 47.o9A.464.456,06,,

Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal I terdiri dari:
a. Pendapatan ABli Daerah

1) Semul,a Rp
2) Bertambah,/ Rp

Jurnlah pendapatan asli
daerah setelah perubahan

b. Dana perimbangan

l) Semula Rp

2) Bertambah,/ Rp

Jumlah dana
perimbangan setelah
perubahan

Rp.

RE 1.zta.67?.10,6.@tt.oo,.

123.O16.6a1.o98,qr2



JumLah lain-lain np
pendapatan daerah yang
sah setela.h perubahan

Pendapatan Asti Daerah sebagaimana dimaleud pada
dari jeni8 pendapatan :

a. Pajak daerah sejumlah

296.et4.a2O.eao,@..

ayat (U huruf a terdiri

RP a'4.664.444,9OO,OO./

c. Lain-lain pendapatan daelah yang sah
1) Semula

2l Bertambah 7
Rp 291.655.464.A30,00/

Rp 5.159.356.000,O0.2

Rp 37 .541.944.9OO,OO/

Rp r.112.500.000,002

4.t73.aAO.250,OO/,
170.951.000,00,,

o,oo..

RE

Rp 74.647.129.948,OO..

Rp (13o.72s.000,00),/

1) Semula

2) Bertambah 7
Jur ah pajak daerah

setelah perubahan

b. Retribusi daerah

sejumlah

1) Semula

2l Berfambsf,L/

Jumlah retribusi daerah

1) Semula

2l Berku;rarlg 7
Jurr ah lain-lein

RD 4,B44.a3L25,O,OO,z

Rp

Rp

setelah perubahan

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejuml,ah
l) Senul,a Rp 5.500.000.000,00 ,,
2l B€rta,Jab8']i/ Rp

Juml,ah hasil pengelolaan
kekayaan daerah setelah

5.5qr.oqr.(x)o,qr,,
pcrubahan

d. Iain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejunrlah

pendapatan asli daerah
setelah perubahan

RP 74.616.4U,94a;iro7

Dana Perimbangaa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak/Bukan pajak

1) Semula Rp 363.12A.577.OOO,OO.,,

2l Berlamt€.b./ Rp

Jumlah dana bagi
hasil seteLah
perubahan

162.063.000,00,..

A65.29O.5fi.W,@ //Rrr
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b. Dana alokasi umum

1) Semula

2) Bertambah/,,

Jumlah dana
umum
perubahan

Dana alokasi khusus
1) Semula

2) Be.rtambah//

Jumlah dala
khusus
perubahan

639.753.27a.OOO,OO ,/Rp

Rp

alokasi
aetelah

Rp

Rp

alokasi
setelah

o,00,.

Rtt

o,ooz.

RD

24O.633.2t7.OOO,OO,,

639.7!3.27t.tmo,oo,-

2A0.630.2t7.W,@'

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana
huruf c terdiri dari jenis pendapatan;

a. Pendapatan Hibah dari pemerintsh

dimaksud pada ayat (t)

l) Semula

2) Bertambah,,,
Rp 54.838.100.400,00/,

Jumlah Pend.fatan
0,00

Rp 54.89E. 1q)..l.(xr,qr./-

29,9?A,AO[.43,o,@/

1) Semula Rp 203.388.863.OOO,0O7

2l Benamba,Jr.. Rp

Jumlah Bankeu. dari
Pem. Pusat setelah

659.356.O00,007.

RE 204.o4lt.2t9.O@,@,,/

perubahan
d. Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah Daerah Lainnya

Rp

Hibah dari Pemerintgh

setelah perubahan

b. Darla Bagi Hasfl pajak dari provinsi dan pemerintah Daerah lainnya
1) Semula Rp 29.92A.5O1.43O,OO/,
2) Bertambah,/ Rp o,oo /

Jumlah danabagihaefl Rp
pqiak setelah

perubahan

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

l) Semula

2) Bertamtrah,z'
Rp 3.5O0.O0O.oOO,oO/,,

Rp 3.0o0.O00.0o0,0O.,
Jumlah Bantuan Keu. Bp
dari Pmvinsi atau
Pemerintah daerah
Ia.innya setelah
perubahan

6,Eqr.ooo.(xro,q)//.-
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hsal 3

Bclada Daerah sebagaimana dimaksud aale"n pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langaung

e. Fendapatan Lainnya

1) Semula Rp

2l turl€nbab / Rp

Jr,"nlah Bantuan
Keuangan dari
Prrovinst atau
Pemerintah daerah
lainnya setelah
perubahan

1) Semula

2) B€rtambah,,

o,oo /,
1.500.Ofi).000,00,2

Rp 812.069.O84.LOO,OO2.

Rp 29.613.511.603,O6,.

nD r.6OO.O0O.Oqr,OOI/-

BP 16.4?.@1,2@,00/

langsung

perubahan

b. Bclanja kngsung

U S€mula

2l *rtambah/
Jumlah
liangsung
perubahan

Jumlah belanja tidak ID 44t.6a2,a9a.v&,,.6.,,.
setelah

869.512. 193.900,00,,/

39.411.301.7AO,OO,,.

RD 9OA.9i g.49a.6',{,..OO,/

Bclanja Tidak Lengaung sebagaimana dimalrsud pada ayat (1) huruf a terdiri
darijenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula

2l Pr;l<urengT

Jumlah

pegawai

perubahan

np 162.OOt.O26.(xx',06l

b. Bclanja hibah eejurrlah

Rp

Rp

belonja
setelsh

Rp *4.64A.? .OOO,OO ./
Rp (t2.64O.769.9,94]|/,

bclanja

setelah

1) Semula

2) Bcrtambah/
15.1 1l.931.200,00 /'
1.335.100.000,00l

Rp

Rp

Ju-ldr 6"* " **O
setelah perubahen
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Belanja bagi hasit
sejumlah

1) Semul,a

2l Berrafrbah/

l) Semula

2l Bertar.tuh/
Jumlah

trankeu

Provinsi/Kebupaten/Kota dar

4 .17 t .582 .600 ,oo ,/-
128.345. r00,o0,/

Pemerintah Desa

RD 4.299.1y2?.?OO,@.,/

Rtr 26A.O27.61O.a@,@ _/

kepada

Rp

Rp

Jumlah belanja bagi

hasil setelah

perubahan

d. 
_ 

Belanfa_ bantuan keuangan kepada provinsi/Ihbupaten/Kota danPemerintah Desa/partai politik sejus{ah
Rp 227.136.774.300,00,,/

Rp 40.890.836.5O0,00.2

belanja

kepada

Belanja Langsung sebeg-i"nara drimalsud pada ayat ir1 huruf b terdiri dari jenig
belanja :

Provinsi/Kab./ Kota
dan Pemdes/partai

perubahan

e. B€lanja tidak terduga

sejumlah

l) Semula Rp

2) Berkurang-,. Rp

Jumlah belanja tidak
terduga

perubahan
setelalr

a. Belanja pegawai

sejumlah

l) SemuLa

2l Berl<urang 7
Juml,ah pegawai
seteleh perubahan

1.000.000.000,00/..

(r00.o00.000,0o).,.

Rp 63.777.704.750,00,/

Rp (3.299.631.0o0,o0).,

Rp 436.525.709 .L4O,OO ,/
Rp 31.7A9.417 .060,00 /

RD 9qr.qx).(xxi,(x),,,-

@.4ta.o7s.75o,qt /,,

46A.5,l,126.2@,@ /

Rp

b. Belanja barang dan jasa sejumlah

U Semula

2) Bertambah

Jumlah betanja barang

dsn jasa setelah

perubahan

Rp
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369-20,A.7AO.O10,oo,,

to.92t.515.720,OO..

Rp 38(,.1s0.291.?go,@,/.

Pasel 4

Pembiayaan Daerah sebagairnana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
a. Pembiayaan penerimean Daerah sejumlah

Jumlah penerirnaan Rp
setelah perubahan

b. Pembiayaan Pengeluaran Daerah sejumlah

c. B€lanja modal sejurnlah

1) Semula Rp

2) Bertambah,,. Rp

Junlah belanja modst
oetelah perubahEn

1) Semula

2l B.rrdfrloeh /

1) Semula

2l *rbtrang y'
Jumlah pengeluaran
setelah perubahan

sebelumnya (SiLFA)
setelah perubalan

b. Penerimaan Piutang Daerah
1) Semula Rp

2l Berk'aran;e/ Rp

Jumlah Penerimael
Piutang Daerah setelah
perubahan

Rp 6.169.72A.772,00 7
Rp 43.27s.172.s35,O6,/

Rp 21.62L.342.2OO,OO//

Rp (19.27s.495.aso,oo) /.

49.444.0,01.3,0,6,6,,,

8p 2.345.t46.tEolxr.,,

Pembiayaan Penerimaan Daerah sebagaimaaa dimaksud lnda ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pembiayaan :

* ?lal:.!* r**tungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLpA)
U semuh Rp 4.20B.S1A.4OO,OO ./
2l BertaIrftah/ Rp 43 36A.7OO.73a,O6,,

Juml,ah Sisa Lbih Rr) 4f .6?7.2t9J3a,O6,..
Tahun Anggaran

1.960.610.372,OO 7
(93.528.205,00)/,

TP L467.@2.167,@//

Pembiayaan Pengeluaran Daera.h sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b
terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) pemerintah Daerah sejumlah
l) Semula Rp 50o.O00.000,0Ol-
2l B,eriafrbeh/ Rp

Jumlah penyertaan
Modal (lnvestasi)
Pemerintah Daerab
setetrah perubahan

o,oo7

5q).Oq).q)O,q) /,'RE
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b. Pembayaran pokok utang sejuml,ah

Rp 2r.l2r.342.7OO,OO /
Rp (19.275.495.85O,OO1/..

Ap t.848.g.t6.8to-(xr/z

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Angg;aran 2018 sebagaiBana dimaksud dala-m pasal 1, terc€ntum dalan
Iampiran yang merupel<an bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
Daerah ini, terdiri dari :

1. I.ftpiran I Ringkasan perubahan APBD;.,.
2. I"ampiran II Ringkasan perubahan APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;,.
$. r ^mriran III Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan

Daerah, Organisasi, pendapatan, Belanja dan pemtilayasrrr; /,
4. Iampiran IV Rekapitulasi perubahan Belaija menurut Uruaan

pemerintahan Deerah, Orge-nisasi, prograrn dar Kegjata4.._
5. Lampiran V Rekapitulasi perubahan Belanja Daerah Untuk Kes€laEsan

dan Keterpaduan UrusaI pemerintahan Daerah dan
Fungsi dalam Kerangka pengelolaan Keuangan Negara;7,

6. Lampiran M Daftar perubahan Jumlah pegawai per Golongan dan ier
Jabat ri r.

7. I"ampiran VII Daftar piuterg Daerah;,,
8. I€mpimn VIII Daftar. penyertaan Modal (Investasi) Daerah;,.
9. Lampiran IX Dafta! Ferkiraan dan penambahan dan pengurangan Aset

Tetap Daerah; ,,

l0. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset
laimnya;,/

11. l-'npiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dar diaaggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;,

12. Iampiran xII Daftar Da-na Cadangan;7
13 .r,'hpiran XIII Daftar pinjaman Daerah dan Obtigasi Daerah; 7
14. Lampiran XM.apomn Keuangan pemerintah Daerah yang telah

ditetapkan dengan peraturan Daerah; ,/

1) Semula

2l Berlarang ,.
Jumlah pembayaran
pokok utang setelah
perubahan



Bupati m€f,retapl(an Peraturan

Pendapatan dan Belanja Daerah

operesional pelaksanaan APtsD.

Pasal 6

tentang Penjabaan Perubahan Anstaaren

Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan

Pasal 7

Peraturan Da€rah ini mul,ai berlaku pada tanggsl diundangkan.

Agar setiap orang mcngetahuinya, rnemerintahkan pengundanga! Feraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam lcmbaran Daerah Kabupaten Musi

Rawas.

Ditetapkandi MuaraBeliti
pada tanggal 22- oj<*oblr 2018

BUPATI I RAII/AS,

GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
padatanggal 22 ok{obre 2018

PJ. SEXRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAN/AS,

EC. PRISKODESI

I,EMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMAIERA SELATAN ( 8-lo7 

'MURA/2018)

8


